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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan
tingkat efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Jawa Tengah terhadap kinerja Organisasi Bantuan
Hukum (OBH) terakreditasi dalam penyelenggaraan layanan
bantuan hukum, termasuk mekanisme pemberian sanksi
atas pelanggaran yang terjadi. Sebagai instansi yang
memiliki mandat pengawasan dan pembinaan dalam
penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat provinsi, Kantor
Wilayah Kemenkumham memainkan peran sentral dalam
memastikan kualitas dan akuntabilitas layanan. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
deskriptif-analitis, yang mengombinasikan analisis normatif
dengan data empiris melalui wawancara dan studi
dokumentasi. Permasalahan utama yang dianalisis
mencakup, Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan
yang diterapkan terhadap OBH dalam pelaksanaan layanan
bantuan hukum; dan Kedua, bentuk sanksi yang dijatuhkan
terhadap pelanggaran oleh OBH terakreditasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan
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secara langsung maupun tidak langsung, antara lain melalui
pemanfaatan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum
(SID Bankum). Panitia Pengawas Daerah turut berperan
dalam  memverifikasi  pelaksanaan layanan  serta
menegakkan akuntabilitas melalui penerapan sanksi
administratif hingga rekomendasi pencabutan akreditasi.
Selain itu, sistem reward and punishment diterapkan sebagai
instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan
profesionalisme OBH. Studi ini menegaskan urgensi
pengawasan yang berkelanjutan dalam rangka menjamin
efektivitas dan keberlanjutan program bantuan hukum bagi
masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Kata kunci: bantuan hukum, kantor wilayah kemenkum,
organisasi  bantuan  hukum, pengawasan, sanksi
administratif.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang
diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945, menjamin hak setiap warga negara atas
perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam rangka
memenuhi kewajiban konstitusional ini, terutama bagi
kelompok masyarakat miskin dan rentan, pemerintah
mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini menjadi landasan bagi
penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma oleh negara
melalui lembaga bantuan hukum terakreditasi.

Dalam implementasinya, Kantor Wilayah Kementerian
Hukum (Kanwil Kemenkum) berperan strategis sebagai
kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja
Organisasi Bantuan  Hukum  (OBH) terakreditasi.
Pengawasan ini bertujuan memastikan layanan bantuan
hukum sesuai standar, tepat sasaran, dan mencegah
penyalahgunaan. Komitmen terhadap akses bantuan hukum
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ini diperkuat di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang mengatur
mekanisme, peran pemerintah daerah, LBH, serta
penguatan pengawasan demi efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas bantuan hukum di Jawa Tengah.

Kanwil Kemenkum aktif bersinergi dengan berbagai
pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga
peradilan, LSM, dan institusi pendidikan hukum. Sinergi ini
bertujuan untuk memperluas akses bantuan hukum yang
berkualitas, adil, dan merata, khususnya bagi kelompok
rentan dan tidak mampu.

Merujuk pada Pasal 36 hingga 38 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Menteri
Hukum berwenang membentuk Panitia Pengawas Daerah
(Panwasda). Pembentukan Panwasda ini menunjukkan
komitmen negara dalam melakukan pengawasan sistematis
dan terstruktur terhadap pemberian bantuan hukum yang
didanai negara. Panwasda terdiri dari perwakilan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Biro Hukum Pemerintah
Daerah Provinsi, yang bersama-sama menjalankan fungsi
pengawasan lintas sektor.***°

Tugas utama Panwasda meliputi pengawasan kualitas
dan akuntabilitas layanan bantuan hukum, memastikan
penyaluran dana transparan dan sesuai prosedur, serta
menyusun laporan evaluatif berkala kepada Menteri melalui
unit kerja teknis terkait. Laporan ini menjadi dasar
perumusan kebijakan, serta pemberian penghargaan atau
sanksi administratif kepada Organisasi Bantuan Hukum
(OBH) yang terlibat.

Apabila Panwasda mengidentifikasi  pelanggaran,
ketidaksesuaian, atau penyalahgunaan dana, mereka
berwenang merekomendasikan sanksi kepada Menteri
melalui unit kerja terkait. Rekomendasi ini berfungsi sebagai
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Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1

instrumen  kontrol dan  korektif untuk memastikan
penyelenggaraan bantuan hukum tetap mematuhi kaidah
hukum, etika, dan keadilan substantif. Fungsi pengawasan
Panwasda esensial untuk menjaga kepercayaan publik
terhadap program bantuan hukum dan merealisasikan tujuan
Undang - Undang Bantuan Hukum, yaitu menjamin akses
keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Pelayanan Bantuan Hukum mencakup ranah pidana,
perdata, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi
maupun non-litigasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi. Kewajiban Pemberi
Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum untuk
berbadan hukum bukan membatasi hak konstitusional,
melainkan merupakan bagian dari strategi nasional untuk
membangun tata kelola organisasi yang profesional, efektif,
dan berdaya saing. Pendekatan ini juga memfasilitasi
koordinasi dan sinergi antara penyelenggara bantuan hukum
dengan instansi pemerintah serta antar-OBH, menciptakan
ekosistem pelayanan hukum yang terpadu dan
berkelanjutan.**%°

Penguatan badan hukum organisasi bantuan hukum
meningkatkan legitimasi dan kapabilitas dalam menghadapi
dinamika hukum, serta memperkuat transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Strategi ini penting
untuk menjawab tantangan kompleksitas masalah hukum
dan mengoptimalkan sumber daya demi jangkauan layanan
bantuan hukum yang lebih luas dan berkualitas.****

Proses verifikasi dan akreditasi oleh Panitia Verifikasi dan
Akreditasi BPHN mensyaratkan calon Pemberi Bantuan
Hukum berasal dari Organisasi Bantuan Hukum yang
memenuhi syarat administratif tertentu. Penilaian didasarkan
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pada standar yang seragam dan objektif, utamanya
kelengkapan serta validitas dokumen administratif. Dalam
sistem bantuan hukum, semua Organisasi Bantuan Hukum
diberi tanggung jawab setara untuk layanan litigasi maupun
non-litigasi sesuai peringkat akreditasi.

Namun, pendekatan verifikasi yang seragam ini
menimbulkan tantangan karena tidak mempertimbangkan
perbedaan karakteristik dan spesialisasi antar Organisasi
Bantuan Hukum. Tidak ada pembedaan antara organisasi
penyedia layanan bantuan hukum umum, yang berfokus
pada bantuan hukum struktural, berafiliasi dengan
pengadilan atau perguruan tinggi, maupun yang khusus
menangani isu HAM atau perlindungan perempuan dan
anak. Semua organisasi tersebut tetap dikenakan kewajiban
dan peran yang sama dalam sistem bantuan hukum.*%?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
memiliki mandat untuk mengawasi dan menyelenggarakan
layanan bantuan hukum di seluruh provinsi. Untuk
menjalankan fungsi ini, dibentuklah Panitia Pengawas
Daerah (Panwasda), yang bertanggung jawab atas
pengawasan rencana, proses, dan evaluasi kegiatan
bantuan hukum. Panwasda di Provinsi Jawa Tengah
berwenang penuh mengawasi pelaksanaan layanan bantuan
hukum di wilayah hukumnya. Pengawasan ini merupakan
bagian dari tanggung jawab mereka untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja organisasi atau lembaga penyedia
bantuan hukum yang terlibat dalam kegiatan di tingkat
daerah.%

Pada periode 2022 hingga 2024, sebanyak 60 Lembaga
Bantuan Hukum di Jawa Tengah telah menjalani proses
verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum. Dari
jumlah tersebut, 12 organisasi bantuan hukum yang terdaftar

1492 (Aylawi & Darniasih, 2020)
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dan terverifikasi dalam Sistem Informasi Database Bantuan
Hukum (SID Bankum) berlokasi di Kota Semarang,
sementara sisanya tersebar di berbagai wilayah Provinsi
Jawa Tengah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dibuatlah
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Pertama, akan dibahas bagaimana pengawasan yang
dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa
Tengah terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam
melaksanakan pelayanan bantuan hukum? Kemudian, akan
dibahas pula Sanksi apa yang dijatuhkan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum
terakreditasi.

LANDASAN TEORI

Pengawasan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
terakreditasi merupakan bagian integral dari sistem
penjaminan mutu penyelenggaraan bantuan hukum yang
adil dan akuntabel. Kantor Wilayah Kementerian Hukum
(Kanwil Kemenkum) berperan strategis dalam memastikan
kepatuhan OBH terhadap UU No. 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021.
Pengawasan ini meliputi aspek administratif, keuangan, dan
substansi pelayanan hukum bagi masyarakat miskin.***

Di Jawa Tengah, peran Kanwil Kemenkum sangat krusial
mengingat banyaknya OBH dan tingginya permintaan
layanan bantuan hukum. Pengawasan yang efektif tidak
hanya menjamin akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga
berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk meningkatkan
kualitas layanan. Lebih lanjut, pengawasan berkelanjutan ini
merupakan upaya negara dalam menjamin  hak
konstitusional warga negara atas akses keadilan secara
cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)

1494 (R1, 2013)
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dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, studi
mengenai bentuk, intensitas, dan efektivitas pengawasan
Kanwil Kemenkum Jawa Tengah terhadap OBH terakreditasi
menjadi sangat relevan.

KAJIAN TEORI

Teori hukum Gustav Radbruch menekankan relasi antara
hukum dan keadilan, dengan tiga nilai dasarnya: keadilan
(gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan
kemanfaatan (zweckma’RRigkeit). Dalam konteks
pengawasan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum, teori ini sangat relevan karena
pengawasan bertujuan menjamin keadilan substantif bagi
masyarakat miskin.**%

Radbruch berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus
dipatuhi secara formal, tetapi juga harus adil secara moral.
Oleh karena itu, pengawasan bantuan hukum tidak boleh
terbatas pada kepatuhan administratif OBH, melainkan
harus mempertimbangkan kualitas pelayanan untuk
memastikan terpenuhinya prinsip keadilan substantif bagi
pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Lebih
lanjut, nilai kemanfaatan yang dikemukakan Radbruch dapat
diinterpretasikan sebagai efektivitas program bantuan hukum
dalam menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat.
Jika aspek kemanfaatan ini terabaikan, akan terjadi deviasi
dari tujuan ideal hukum Radbruch, yaitu melayani keadilan
sosial.

Dengan demikian, pendekatan Radbruch dapat menjadi
landasan normatif dalam merumuskan indikator evaluasi dan
pengawasan terhadap OBH, sehingga tidak hanya berfokus
pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada keadilan
substantif.

METODE

1495 (Ariawan, Sihotang, & Suryana, 2023)
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Penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris, di
mana permasalahan dianalisis dengan memadukan
ketentuan hukum yang relevan dengan data sekunder yang
diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa
Tengah dan organisasi bantuan hukum terakreditasi.
Pendekatan ini bersifat deskriptif analitis, menguraikan
peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait,
kemudian diolah secara kualitatif. **°®

PEMBAHASAN
Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa
Tengah Terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
Terakreditasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Bantuan
Hukum

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah terhadap Organisasi
Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi merupakan instrumen
penting dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas
pelayanan bantuan hukum vyang diberikan kepada
masyarakat. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang
efektif, potensi penyimpangan, ketidaktepatan sasaran, dan
rendahnya kualitas layanan sangat mungkin terjadi, yang
pada akhirnya dapat merugikan masyarakat pencari
keadilan, terutama kelompok miskin dan rentan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011,
pengawasan menjadi bagian integral dari sistem bantuan
hukum nasional untuk memastikan bahwa OBH yang
menerima dana negara melaksanakan tugasnya secara
profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan. Lebih lanjut, penguatan fungsi pengawasan juga
didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2022, yang secara tegas memberikan
kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah
daerah, termasuk Kanwil Kemenkum, untuk melakukan

1498 (Marzuki, 2021)
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pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan
hukum. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk
menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan
memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat atas
bantuan hukum benar-benar terpenuhi secara optimal.**’

Pelaksanaan kegiatan pengawasan bantuan hukum
dilaksanakan oleh unit khusus yang dikenal sebagai Panitia
Pengawas Daerah, yang dibentuk secara khusus untuk
menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Panitia ini
bertugas memastikan bahwa seluruh proses dan
pelaksanaan layanan bantuan hukum berjalan sesuai
dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
Pengawasan dilakukan secara sistematis mengikuti tahapan
dan prosedur yang telah dirancang oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, guna menjamin
efektivitas pengawasan serta akuntabilitas pemberian
bantuan hukum di wilayah tersebut. Melalui mekanisme ini,
diharapkan kualitas layanan bantuan hukum dapat terus
terjaga dan pemberi bantuan hukum dapat menjalankan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
a. Tahapan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan program bantuan hukum oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah,
sebagaimana diungkapkan oleh Nicolaus Oscar dari Panitia
Pengawas Daerah, diawali sejak penandatanganan kontrak
bantuan hukum pada awal tahun anggaran. Tahap ini krusial
karena menandai komitmen formal antara Kementerian
Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai
pelaksana program, sekaligus menjadi fondasi bagi
akuntabilitas dan evaluasi LBH sepanjang periode anggaran.
Dalam skema ini, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
berperan sebagai pelaksana kegiatan, sementara Kantor
Wilayah Kementerian Hukum bertindak sebagai Kuasa

197 (Paat, Paransi, & Rumokoy, 2022)
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Pengguna Anggaran. Kontrak bantuan hukum merinci hak
dan kewajiban masing-masing pihak, dan
penandatanganannya merupakan instrumen pengawasan
preventif. ~ Tujuannya adalah memastikan  bahwa
implementasi bantuan hukum di Jawa Tengah selaras
dengan regulasi, cakupan wilayah, dan batasan tanggung
jawab yang telah ditetapkan, sehingga menjamin
akuntabilitas antara perencanaan dan implementasi.**%

Fokus utama pengawasan preventif adalah mencegah
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau
anggaran dalam pelaksanaan program bantuan hukum. Ini
melibatkan pengawasan ketat terhadap Kantor Wilayah
Kementerian Hukum sebagai penyelenggara dan Kuasa
Pengguna Anggaran, serta LBH sebagai penerima dan
pelaksana anggaran. LBH bertanggung jawab penuh atas
penggunaan dana bantuan hukum sebagai kompensasi atas
layanan yang disepakati. Pengawasan yang ketat ini
bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan
integritas optimal dalam layanan bantuan hukum.**%

Panitia Pengawas Daerah Provinsi Jawa Tengah
memegang peranan vital dalam memastikan kesesuaian
pelaksanaan bantuan hukum dengan kontrak. Pengawasan
ini dimulai pasca-penandatanganan kontrak dan dilakukan
melalui dua metode: pengawasan langsung dan tidak
langsung. Nicolaus Oscar menjelaskan bahwa pengawasan
langsung mencakup inspeksi ke kantor LBH, wawancara
dengan advokat, dan interaksi langsung dengan penerima
bantuan hukum di lembaga pemasyarakatan guna
memverifikasi informasi faktual terkait layanan yang
diberikan.

Apabila selama pengawasan langsung terdeteksi adanya
pelanggaran, kelalaian, atau ketidakpatuhan terhadap
standar layanan, Panitia Pengawas Daerah segera

1498 (E|caputera & Suherman, 2021)
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mengambil tindakan korektif. Tindakan ini mencakup
pemberian peringatan atau teguran lisan kepada LBH yang
bersangkutan, serta himbauan untuk segera melakukan
perbaikan sesuai standar pelayanan bantuan hukum yang
ditetapkan oleh Kementerian Hukum. Langkah ini esensial
tidak hanya untuk menjamin kualitas layanan, tetapi juga
untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga. ***°

Dalam pengawasan tidak langsung, Panitia Pengawas
Daerah menelaah dan memverifikasi dokumen bantuan
hukum yang diunggah oleh Organisasi Bantuan Hukum
(OBH) ke dalam Sistem Informasi Database Bantuan Hukum
(SID Bankum). Pengawasan ini berfokus pada keakuratan
dan kelengkapan laporan kegiatan bantuan hukum yang
disampaikan melalui platform digital.

LBH yang terakreditasi dan lolos verifikasi akan diberikan
akses login ke Aplikasi SID Bankum. Sistem ini berfungsi
sebagai sarana pelaporan resmi untuk semua kegiatan
bantuan hukum, baik yang sedang direncanakan,
berlangsung, maupun telah selesai. Melalui SID Bankum,
OBH dapat mendokumentasikan kegiatan litigasi dan non-
litigasi secara sistematis dan transparan.

Pada tahap awal pelaporan, setiap lembaga diwajibkan
mengunggah dokumen kontrak kerja sama bantuan hukum
yang telah ditandatangani secara digital oleh Ketua atau
Direktur OBH/LBH. Selain itu, lembaga juga harus
mencantumkan besaran anggaran atau pagu dana yang
disepakati. Seluruh tahapan ini dirancang untuk memastikan
pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif dan substantif.****

Setiap tahapan pelaporan kegiatan bantuan hukum
melalui aplikasi SID Bankum mengharuskan Pemberi
Bantuan Hukum untuk mengunggah dokumentasi kegiatan

1410 (K arauan, 2022)
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yang lengkap dan sistematis dalam format foto atau
dokumen pendukung. Dokumentasi ini harus merefleksikan
proses dan substansi setiap tahapan pelaksanaan bantuan
hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dan akan menjadi
dasar evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah.

Tugas verifikasi dan pemeriksaan laporan tersebut
dilakukan oleh unit kerja khusus di bawah koordinasi Divisi
Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Tengah. Proses ini merupakan bagian integral
dari mekanisme pengawasan yang bertujuan menjamin
akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian antara
pelaksanaan di lapangan dengan standar operasional dan
prosedur pemberian bantuan hukum yang telah ditetapkan
pemerintan. Seluruh Pemberi Bantuan Hukum wajib
mematuhi prosedur pelaporan ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas penggunaan dana negara dan
jaminan mutu layanan hukum yang diberikan kepada
masyarakat.

Setelah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mengunggah
dokumen permohonan dan laporan kegiatan bantuan hukum
tahap 1 hingga tahap 2 melalui Aplikasi SID Bankum,
tahapan selanjutnya adalah pengajuan permohonan
pencairan dana bantuan hukum oleh OBH melalui platform
yang sama. Permohonan ini kemudian masuk dalam sistem
pengawasan Panitia Pengawas Daerah.

Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan tanggapan
terhadap permohonan pencairan dana tersebut paling
lambat lima hari kerja. Tanggapan ini dapat berupa
persetujuan, penolakan, atau permintaan perbaikan
terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang telah
dilaporkan. Apabila permohonan disetujui, Panitia Pengawas
Daerah akan menyusun Berita Acara Serah Terima Barang
dan Jasa sebagai bentuk administrasi formal kepada unit
penerima barang dan jasa di Divisi Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
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Setelah diterbitkannya berita acara dan kelengkapan
dokumen pelaporan, proses berlanjut dengan persetujuan
pembayaran kepada bendahara pengelola keuangan.
Panitia Pengawas Daerah kemudian menyampaikan laporan
hasil kegiatan bantuan hukum LBH kepada bendahara, yang
selanjutnya  meneruskannya ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Jawa Tengah.

Tahap akhir adalah pencairan dana bantuan hukum yang
ditransfer langsung ke rekening LBH pelaksana, sesuai
alokasi dan periode kontrak. Prosedur ini dirancang untuk
memastikan akuntabilitas, ketepatan administrasi, dan
transparansi penyaluran dana negara. Pencairan hanya
dilakukan setelah seluruh dokumen yang diunggah LBH
divalidasi oleh Panitia Pengawas Daerah, mencakup
pemeriksaan  keaslian ~dokumen dan  kesesuaian
pelaksanaan kegiatan.

Setiap pengunggahan dokumen pada sistem aplikasi SID
Bankum merupakan bagian dari proses verifikasi
administratif ketat oleh panitia pengawas sebagai bentuk
pengawasan tidak langsung. Langkah ini bertujuan
memastikan seluruh  kegiatan bantuan hukum telah
dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, pedoman, dan
standar layanan Kementerian Hukum. Dengan demikian,
dana hanya dicairkan kepada LBH yang menjalankan
tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan kegiatan bantuan hukum oleh Panitia
Pengawas Daerah (Panwasda) dilakukan melalui monitoring
dan evaluasi. Monitoring adalah pengamatan rutin atau
sewaktu-waktu terhadap perilaku dan kinerja Organisasi
Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum
(LBH). Evaluasi, di sisi lain, merupakan penilaian mendalam
terhadap efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan bantuan
hukum yang diberikan, berpedoman pada standar pelayanan
pemerintah.
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Menurut Nicolaus Oscar, S.H., anggota Panwasda,
pemantauan dan evaluasi aktif dilakukan terhadap program
bantuan hukum LBH, termasuk penyebaran kuesioner
kepada penerima bantuan hukum untuk mendapatkan
umpan balik. Berdasarkan pengawasan sejauh ini,
pelaksanaan bantuan hukum di Kota Semarang dinilai
berjalan baik, tanpa adanya laporan pelanggaran serius atau
sanksi berat terhadap LBH. Hal ini mengindikasikan bahwa
kinerja LBH di wilayah tersebut tetap mematuhi regulasi
yang berlaku.**?

Nicolaus Oscar, S.H., anggota Panitia Pengawas Daerah,
mengungkapkan bahwa evaluasi menunjukkan hampir
seluruh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Semarang
pernah menerima teguran lisan. Teguran ini merupakan
bentuk pembinaan dan pengawasan kualitas layanan
bantuan hukum (litigasi maupun non-litigasi), seringkali
disertai instruksi perbaikan aspek teknis dan administratif.

Ibu Asti, S.H., Direktur LBH Law & Justice Semarang,
menjelaskan bahwa Panwasda rutin meminta laporan data
penerima bantuan hukum dan melakukan verifikasi
lapangan, seperti menanyakan lokasi penahanan klien.'**
Senada, Ibu Jihan, S.H., anggota LBH Semarang, berbagi
pengalaman lembaganya yang diminta melakukan perbaikan
administratif terkait surat penunjukan kuasa hukum. Kasus
ini muncul karena penetapan surat oleh hakim di akhir tahun
anggaran, sementara pendampingan baru terlaksana di awal
tahun  berikutnya, = menyoroti  kebutuhan  klarifikasi
administratif agar kegiatan bantuan hukum tetap dapat
diakui dan dipertanggungjawabkan.**'*

c. Reward and Punishment

Setiap program, termasuk bantuan hukum, memiliki target

dan hasil yang diharapkan, terwujud dalam indikator

112 (Oscar, 2025)
1413 (Asti, 2025)
1414 (Jihan, 2025)
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pencapaian layanan dan tingkat penyerapan anggaran.
Setiap LBH diwajibkan memenuhi capaian tertentu sebagai
akuntabilitas kinerja. Panitia Pengawas Daerah bertanggung
jawab memastikan penggunaan dana bantuan hukum oleh
LBH di Jawa Tengah tepat dan sesuai ketentuan. Setelah
pengawasan awal, pengawasan dilanjutkan dengan
pengawasan represif melalui monitoring dan evaluasi
komprehensif. Evaluasi ini dilakukan secara berkala
(triwulanan, semesteran, atau akhir tahun anggaran) untuk
menilai efektivitas, akurasi pelaporan, dan kepatuhan
terhadap standar layanan Kementerian Hukum.***®

Nicolaus Oscar, S.H., anggota Panitia Pengawas Daerah,
menyatakan bahwa setiap akhir tahun anggaran, Panwasda
wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil
pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan
hukum kepada Panitia Pengawas Pusat. Laporan ini berupa
rekomendasi yang berisi penilaian terhadap kinerja LBH
dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum.

Pengawasan meliputi evaluasi pemanfaatan dana
bantuan hukum berdasarkan realisasi pencairan anggaran
triwulan dan semesteran. Evaluasi ini didasarkan pada
kesesuaian pencairan anggaran dengan pagu kontrak. LBH
yang memenuhi ketentuan dan target penyerapan anggaran
akan tercatat dalam laporan. Panitia Pengawas Pusat
kemudian menelaah hasil evaluasi dari daerah untuk
menentukan kebijakan insentif (reward) atau sanksi
(punishment). Pertimbangan ini krusial dalam keputusan
penambahan atau pengurangan pagu anggaran bantuan
hukum pada triwulan berikutnya, guna meningkatkan
efisiensi dan akuntabilitas. ***®

Reward berupa penambahan alokasi anggaran diberikan
kepada OBH yang berhasil menyelesaikan tugas dan
tanggung jawab sesuai kontrak, selama anggaran negara

1418 (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018)



Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1

tersedia. Dana tambahan ini seringkali berasal dari
pengalihan dana OBH lain yang tidak aktif atau tidak optimal.
Sebaliknya, punishment berupa pengurangan anggaran
dikenakan jika OBH tidak mampu merealisasikan
penyerapan anggaran sesuai target kontrak.

Penyesuaian anggaran, baik penambahan maupun
pengurangan, merupakan tahap akhir evaluasi Panitia
Pengawas. Evaluasi ini tidak hanya mempertimbangkan
tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga tingkat kepuasan
penerima bantuan hukum. Hasil evaluasi ini menjadi dasar
penentuan  peningkatan, penurunan, atau bahkan
pencabutan status akreditasi LBH yang berlaku selama tiga
tahun, sesuai ketetapan Kementerian Hukum.

Nicolaus Oscar, S.H., anggota Panitia Pengawas Daerah,
mengungkapkan bahwa hampir semua LBH di Kota
Semarang pernah menerima teguran lisan dari Panwasda.
Teguran ini  merupakan tindakan korektif terhadap
pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
program bantuan hukum, sekaligus berfungsi sebagai
mekanisme sanksi untuk menjaga standar layanan dan
integritas.

Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelanggaran Yang
Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi
Penerapan sanksi terhadap Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) terakreditasi merupakan langkah krusial untuk
menegakkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Tanpa mekanisme
sanksi yang tegas, potensi penyalahgunaan wewenang,
pelanggaran etika, dan manipulasi dana bantuan hukum dari
anggaran negara atau daerah akan muncul, merugikan
keuangan negara dan mencederai hak masyarakat miskin
atas akses keadilan berkualitas. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 mengatur sanksi administratif seperti teguran,
pembekuan, hingga pencabutan akreditasi. Sanksi ini bukan
untuk melemahkan LBH, melainkan upaya korektif dan
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preventif agar setiap lembaga mematuhi standar profesional.
Dengan demikian, sanksi menjadi instrumen penting untuk
menjaga kredibilitas sistem bantuan hukum nasional dan
memastikan pelayanan hukum memenuhi prinsip keadilan,
transparansi, dan kepentingan publik.***’

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum)
Jawa Tengah memegang mandat penting dalam menjamin
keberlangsungan program bantuan hukum yang berkualitas
dan akuntabel. Pilar utama mandat ini adalah fungsi
pengawasan terhadap seluruh LBH terverifikasi dan
terakreditasi. Pengawasan ini tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis dan etis
layanan bantuan hukum. Kanwil berwenang penuh
menjatuhkan sanksi kepada LBH yang terbukti melakukan
pelanggaran, seperti kelalaian pelaporan, ketidaksesuaian
kegiatan dengan kenyataan, atau pelanggaran berat seperti
pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan dana.

Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan evaluasi dan
verifikasi menyeluruh oleh Panitia Pengawas Daerah.
Proses ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam
memastikan pemanfaatan dana bantuan hukum APBN
sesuai peruntukannya, serta menjangkau masyarakat miskin
dan kelompok rentan. Tujuan utamanya adalah menjaga
integritas lembaga pemberi bantuan hukum, meningkatkan
profesionalisme pelaksana, serta menegakkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan
pelaksanaan program. Melalui sistem pengawasan dan
sanksi yang ketat namun berkeadilan ini, Kanwil Kemenkum
Jawa Tengah berupaya memastikan program bantuan
hukum tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai asas
hukum, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang
baik. '8

Y7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum
118 (Sudrajat & Wijaya, 2020)
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Pelanggaran oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam
pelaksanaan tugas bervariasi, mulai dari administratif ringan
hingga substantif dengan implikasi hukum. Bentuk
pelanggaran umum mencakup ketidakpatuhan standar
layanan, ketidaksesuaian laporan dengan realitas di
lapangan, keterlambatan pelaporan, hingga penyalahgunaan
dana bantuan hukum.

Dalam menghadapi pelanggaran ini, Panitia Pengawas
Daerah (Panwasda) di bawah koordinasi Kanwil Kemenkum
Jawa Tengah berperan strategis sebagai garda depan
pengawasan. Panwasda tidak hanya memantau, tetapi juga
mengambil  tindakan  korektif. = Proses penanganan
pelanggaran sistematis, dimulai dari pengumpulan data,
klarifikasi, analisis dokumen, hingga rekomendasi sanksi
administratif, teknis, atau etis. Sanksi dijatuhkan secara
bertahap dan proporsional, disesuaikan dengan tingkat
kesalahan dan kepatuhan LBH terhadap koreksi. Sistem
pengawasan berlapis ini bertujuan meningkatkan kualitas
layanan LBH di Jawa Tengah dan menjaga kepercayaan
publik terhadap program bantuan hukum negara.

Sanksi yang diberlakukan Kanwil Kemenkum Jawa
Tengah terhadap LBH terakreditasi diklasifikasikan
berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Pada tingkat
paling ringan, sanksi berupa teguran lisan atau tertulis
diberikan untuk pelanggaran administratif minor, seperti
keterlambatan pengunggahan dokumen ke SID Bankum
atau kelalaian dalam penyusunan laporan akhir.

Pemberian teguran berfungsi sebagai peringatan awal
agar LBH segera melakukan perbaikan demi menjaga
akuntabilitas dan transparansi. Ini juga merupakan upaya
preventif untuk mencegah pelanggaran yang lebih serius.
Pendekatan pembinaan melalui teguran ini mendahului
langkah sanksi yang lebih berat, dan menjadi catatan
penting dalam evaluasi kinerja LBH yang akan memengaruhi
keputusan penghargaan atau tindakan korektif berikutnya.
Pendekatan sanksi bertingkat ini menunjukkan komitmen
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Kanwil Kemenkum dalam menjalankan pengawasan yang
proporsional dan adil, sekaligus mendorong peningkatan
kualitas pelayanan bantuan hukum di Jawa Tengah.

Sanksi tingkat sedang yang diterapkan oleh Kanwil
Kemenkum Jawa Tengah umumnya berupa pengurangan
anggaran bantuan hukum pada periode berikutnya. Sanksi
ini  diberlakukan jika LBH gagal memenuhi target
pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak atau jika ditemukan
pelanggaran berulang yang tidak menunjukkan perbaikan
setelah teguran.

Pengurangan anggaran ini bukan semata-mata hukuman,
melainkan bentuk pembinaan korektif untuk mendorong
disiplin dan profesionalisme LBH. Langkah ini berfungsi
sebagai peringatan tegas agar LBH lebih serius memenuhi
kewajibannya sesuai standar pelayanan Kementerian
Hukum, serta memperbaiki manajemen program untuk
optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu, pengurangan
anggaran ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum
Jawa Tengah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas
penggunaan dana publik, memastikan kualitas bantuan
hukum sesuai tujuannya, serta menjadi mekanisme efektif
untuk menegakkan disiplin dan mencegah penyalahgunaan
dana.

Sanksi berat diberikan kepada LBH yang terbukti
melakukan pelanggaran serius yang merugikan proses
bantuan hukum secara signifikan, seperti manipulasi
laporan, pemalsuan dokumen, atau ketidaklaksanaan
kegiatan total meski dana sudah cair. Dalam kasus ini,
Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dapat merekomendasikan
pencabutan status akreditasi LBH kepada Panitia Pengawas
Pusat. Pencabutan akreditasi ini berimplikasi pada
penghentian partisipasi LBH dalam program bantuan hukum
pemerintah, baik sementara maupun permanen.

Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas sistem
bantuan hukum dan memastikan penggunaan dana publik
yang tepat dan transparan. Selain itu, pencabutan akreditasi
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juga berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari
layanan hukum yang tidak profesional dan tidak bertanggung
jawab. Dengan demikian, sanksi berat tidak hanya bersifat
menghukum, tetapi juga merupakan upaya tegas untuk
menegakkan standar profesionalisme dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Jawa Tengah.

Penjatuhan sanksi oleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah
juga mempertimbangkan besarnya dampak kerugian
terhadap penerima bantuan hukum dan keuangan negara.
Jika ditemukan indikasi kerugian finansial signifikan akibat
penyalahgunaan dana, Panitia Pengawas Daerah dapat
melibatkan aparat penegak hukum untuk penyelidikan
mendalam. Sanksi administratif dapat berkembang menjadi
sanksi pidana jika terbukti ada tindakan kriminal seperti
korupsi atau penipuan. Prosedur ini diharapkan menciptakan
efek jera yang kuat serta menjaga kredibilitas dan integritas
penyelenggaraan bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menerima sanksi
berhak mengajukan pembelaan atau keberatan, sebuah
mekanisme yang mendukung prinsip keadilan dan
akuntabilitas dalam pengawasan. LBH dapat mengajukan
sanggahan disertai bukti pendukung, dan Panitia Pengawas
akan meninjau ulang keputusan sanksi secara menyeluruh.
Proses ini memastikan keputusan akhir didasarkan pada
fakta akurat dan pertimbangan yang adil, menciptakan iklim
pengawasan yang profesional dan menghormati hak setiap
lembaga.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah secara rutin
mempublikasikan laporan hasil pengawasan LBH, termasuk
pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).
Publikasi ini bertujuan memberikan keterbukaan informasi
kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan, untuk
menilai kinerja dan kredibilitas LBH. Transparansi ini tidak
hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga
mendorong LBH untuk terus meningkatkan mutu
pelayanannya.
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Dengan adanya sistem sanksi yang jelas, terukur, dan
terstruktur, seluruh LBH di Jawa Tengah diharapkan dapat
menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan
bertanggung jawab. Sanksi tidak semata-mata hukuman,
melainkan alat pembinaan untuk mendorong perbaikan
berkelanjutan. Hal ini krusial untuk meningkatkan kualitas
layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin, sehingga
tujuan utama program bantuan hukum, yaitu memberikan
akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, dapat
terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Tengah melalui Panitia Pengawas Daerah
terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi telah
berjalan sistematis dan efektif. Pengawasan ini mencakup
aspek administratif, teknis, dan substantif, baik melalui
inspeksi lapangan langsung maupun sistem pelaporan digital
SID Bankum, guna memastikan kualitas layanan hukum bagi
masyarakat miskin dan rentan. Penerapan sistem
penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bertingkat
juga terbukti efektif dalam mendorong peningkatan kinerja,
akuntabilitas LBH, serta menjaga integritas program bantuan
hukum yang didanai negara.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Kanwil
Kemenkum Jawa Tengah meningkatkan intensitas dan
cakupan pengawasan, khususnya di wilayah dengan
keterbatasan akses dan sumber daya hukum, demi
pemerataan kualitas layanan. LBH diharapkan lebih proaktif
meningkatkan kapasitas administrasi dan teknis guna
memenuhi standar layanan dan menghindari sanksi. Bagi
pemerintah pusat, khususnya BPHN, perlu dilakukan
peninjauan ulang sistem akreditasi dan verifikasi dengan
mempertimbangkan spesialisasi serta karakteristik LBH agar
pemberdayaan dan pengawasan lebih proporsional.
Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti
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dampak efektivitas pengawasan ini terhadap persepsi dan
kepuasan penerima bantuan hukum untuk mendapatkan
gambaran menyeluruh dari sisi pengguna layanan.
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